
JAKARTA (KR) - Tim kuasa hukum

Aiman Witjaksono menyebut penyitaan

telepon genggam, media sosial, dan email

oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal

Khusus Polda Metro Jaya cacat hukum

formil. Pasalnya, izin penyitaan itu wajib di-

tandatangani Ketua Pengadilan Negeri,

bukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

Ketua Tim Kuasa Hukum Aiman

Witjaksono, Finsensius Mendrofa di

Jakarta, Senin (19/2) menyebut, surat penyi-

taan yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang

menjadi dasar penyitaan telepon genggam

milik Aiman Witjaksono tidak sesuai de-

ngan hukum yang berlaku. Seharusnya

yang menandatangani surat tersebut

adalah Ketua PN Jaksel, bukan Wakil

Ketua PN Jaksel. Apalagi dalam surat peny-

itaan tersebut juga tidak mencantumkan

Wakil Ketua PN Jaksel sebagai penjabat

atau pelaksana tugas.

Untuk itu kata Mendrofa, pihaknya meng-

ajukan praperadilan kepada PN Jaksel, agar

apa yang telah disita oleh polisi bisa dikemba-

likan lagi. "Penyitaan oleh termohon (Penyi-

dik Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Polda Metro Jaya) cacat formil," tuturnya.

Sebelumnya, PN Jaksel menyidangkan

praperadilan yang diajukan Juru Bicara

Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-

Mahfud MD, Aiman Witjaksono terkait

penyitaan akun media sosial dan email oleh

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal

Khusus Polda Metro Jaya. "Kepada termo-

hon dan pemohon, karena adanya keter-

batasan waktu dalam persidangan ini tujuh

hari. Mari kita membuat kalender rencana

persidangan," kata Hakim Tunggal PN

Jaksel Delta Tama.

Untuk itu kata Delta, harus disepakati

jalannya persidangan yang akan dilak-

sanakan dan diawali dengan pembacaan per-

mohonan pada Senin. Kemudian lanjut

Delta, jawaban termohon akan dibacakan pa-

da Selasa (20/2), sehari kemudian pada Rabu

(21/2) dilanjutkan dengan pembacaan replik

dan duplik. "Pembuktian akan dilakukan pa-

da hari Kamis. Jumat kesimpulan dan Selasa

putusan," ujarnya.                            (Ant/Has)-d
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PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Ilegal, 1.855 Situs Diblokir

Jumlah situs yang diblokir meng-

alami peningkatan dari 1.498 situs

di tahun 2022, dan 1.222 situs pada

2021. "Kami tentunya sangat pri-

hatin dengan meningkatnya situs-

situs yang mengatasnamakan Per-

dagangan Berjangka Komoditi. Ter-

kait pemblokiran, kami sangat men-

dukung upaya yang dijalankan

Pemerintah ini, sehingga masyara-

kat dan pelaku usaha terlindungi,"

kata Direktur Utama Indonesia

Commodity & Derivatives Exchange

(ICDX) atau Bursa Komoditi dan

Derivatif Indonesia (BKDI) Nursa-

lam di Jakarta, Senin (19/2).

Dikemukakan, adanya situs-situs

ilegal yang mengatasnamakan Per-

dagangan Berjangka Komoditi

merugikan masyarakat dan industri

Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dengan pemblokiran situs ilegal

tersebut, maka manfaat besar dari

industri Perdagangan Berjangka

Komoditi dapat diperoleh masyara-

kat maupun kalangan usaha.

"Bagi masyarakat, industri ini bisa

menjadi alternatif investasi, dan bagi

kalangan usaha dalam meman-

faatkan Perdagangan Berjangka Ko-

moditi untuk sarana hedging atau lin-

dung nilai komoditas," ujarnya.

Selain pemblokiran situs, perlu

kolaborasi seluruh pemangku ke-

pentingan di industri Perdagangan

Berjangka Komoditi untuk melaku-

kan edukasi berkelanjutan dalam

rangka melindungi masyarakat.

Dengan edukasi yang baik, ujarnya,

masyarakat akan mendapatkan in-

formasi lengkap tentang industri

Perdagangan Berjangka Komoditi,

sehingga tak mudah terjebak dalam

penawaran-penawaran investasi ile-

gal yang mengatasnamakan perda-

gangan berjangka.

"Kami yakin, kunci berkem-

bangnya Perdagangan Berjangka

Komoditi adalah pemahaman yang

baik di masyarakat termasuk pema-

haman tentang risiko investasi," ka-

ta Nursalam.                   (Ant/San)-d

JAKARTA (KR) - Pemerintah Indonesia telah mem-
blokir 1.855 situs yang menawarkan kegiatan Perda-
gangan Berjangka Komoditi (PBK) ilegal sepanjang
tahun 2023 yang tidak sesuai dengan ketentuan perun-
dang-undangan.

KUASA HUKUM AIMAN WITJAKSONO KLAIM

Penyitaan yang Dilakukan Polisi Cacat Hukum
DUGAAN KORUPSI PENGADAAN LNG

Karen Sebut Dakwaan KPK Tidak Jelas
JAKARTA (KR) - Direktur

Utama PT Pertamina (Persero) pe-

riode 2009 - 2014 Galaila Karen

Kardinah alias Karen Agustiawan

menyebut surat dakwaan Jaksa

Penuntut Umum (JPU) Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) ti-

dak jelas. Pasalnya, dakwaan dis-

usun berdasarkan keterangan saksi

yang tidak ada dalam berita acara

pemeriksaan (BAP).

Hal itu dibacakan Karen di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

(Tipikor) pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Jakarta, Senin (19/2),

sebagai nota keberatan atau eksepsi

pribadinya dalam kasus dugaan ko-

rupsi pengadaan gas alam cair atau

liquefied natural gas (LNG) di

Pertamina pada 2011-2014. "Saya

merasa bahwa dakwaan tidak jelas

dan membingungkan karena dis-

usun berdasarkan keterangan saksi-

saksi yang tidak ada dalam BAP,

utamanya dikarenakan tidak ada

dari pihak Blackstone, Tamarind

Energy, atau Corpus Christi yang

diperiksa oleh KPK," ujarnya.

Karen menyebut bahwa dia tidak

menemukan BAP atas nama Senior

Managing Director Private Equity

Group Blackstone sekaligus

Direktur Cheniere Energy David

Foley, CEO Tamarind Energy Ian

Angel, Chief Tamarind Energy

Indonesia, Gary Hing dan Managing

Director Private Equity Group

Blackstone Angelo Acconcia. "Saya

tidak menemukan BAP atas nama

saksi-saksi pihak yang terlibat

dalam perjanjian SPA (sales and

purchase agreement) 2013 dan SPA

2014 dari Corpus Christi ataupun

Cheniere," tuturnya.

Dalam surat dakwaan, Karen me-

mang disebut melakukan komuni-

kasi dengan orang-orang tersebut.

Dia didakwa merugikan negara

sebesar 113,84 juta dolar Amerika

Serikat (AS) atau setara dengan Rp

1,77 triliun. Dakwaan tersebut ber-

dasarkan Laporan Hasil

Pemeriksaan Investigatif Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

dalam rangka penghitungan kerugi-

an negara atas pengadaan LNG pe-

rusahaan AS, Corpus Christi

Liquefaction LLC pada Pertamina

dan instansi terkait lainnya.

Atas dasar itu, Karen menyimpul-

kan bahwa surat dakwaan JPU

KPK tidak jelas, cermat, dan

lengkap karena tidak didukung ke-

terangan saksi-saksi penting yang

disebut dalam surat dakwaan. "Jika

majelis hakim tetap akan memerik-

sa perkara, saya mohon agar majelis

hakim bisa memerintahkan JPU

untuk memeriksa pihak Blackstone

dan Corpus Christi agar kita semua

bisa memperoleh fakta yang sebe-

nar-benarnya demi keadilan bagi

saya sebagai terdakwa dan masya-

rakat Indonesia," tandas Karen. 

(Ant/Has)-d
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VAKSIN BOOSTER POLIO: Petugas kesehatan memberikan imunisasi polio

kepada anak di Kalurahan Selomartani, Kalasan, Sleman, Senin (19/2/2024).

Pemkab Sleman mengirimkan 1.670 vial vaksin booster polio ke lokasi vaksinasi

seperti Puskesmas, Posyandu, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Balai

Kelurahan menyusul temuan kasus di Kabupaten Klaten yang berbatasan lang-

sung dengan Kabupaten Sleman. 


